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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR ~ TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGORGANTSASIAN KELITBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MASA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tent.ang Pedoman Penelitian 
dan Pengembangan di Kementeria.n Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah serta um-tuk -mendukung pelaksanaan 
peneJitian dan pengembangan sebagai dasar dalam 
menyusun kebijakan program pembangunan guna 
pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintah 
daerah dalam mewujudkan Lampung Barat HEBAT perlu 
d_ia_tur m~ngen.:.tl Pengorganis~sian Kelitbar,igan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pengorganisasian Kelitbangan; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tah.un 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
N.eg&i:.a. R.eptlblik Indonesia Noroor 4il 9); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan 
Perangkat Daerah; 

Nomor 8 
Susunan 

8. Pcraturan Bupati Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan 
F'ungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan 
Pengembangan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGORGANISASI/\N 
KELITBANGAN. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 8arat. 
3 . Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4 . Sekretaris Daerah adalah Sekret.aris Daerah Kabupaten Lampung Barat. 
5. Bad.an Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Balitbang 

adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat. 
6. Perangkat Daerah a.da.lah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

l)aerah. 
7 . Pengorganisasian Kelitbangan adalah susunan organisasi / 

kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai 
kebutuha:n dan kemampuan keuangan daerah; 

pelaku 
dengan 
dengan 

8. TenagaAhli/Pakar/Praktisi adalah orangyangmenjadi sumber terpercayaatas 
teknik maupun keahlian bidang tertentu untuk membantu Bupati yang dalam 
pela.ksanaan tugasnya sesuai dengan bidangnya. 
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BAB Tl 
PENGORGANISASIAN 

Pasal2 

Pengorganisasian kelitbangan terdiri dari: 
a. majelis pert.imba.ngan; 
b. tim pengendali mutu; dan 
c. tim kelitbangan. 

BAB Lil 
SUSUNAN ANGGOTA DAN RINCIAN TUGAS 

Pasa.l 3 

(1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalain Pasa.1 2 huruf a 
beranggotakan: 
a. Bupati sebagai Ketua; 
b. Sekret.aris Daerah sebagai Wakil Ketua; 
c. Kepala Balitbang sebagai Sekretaris; dan 
d . Tenaga Ahli/pakar/praktisi sebagai anggor.a. 

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. memberikan arah dan kebijRkAn umum kelitbangan ; 
b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan 
c . memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan 

(3) Masing-masing anggota dalam majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) mempunyai uraian tugas: 
a. ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

majelis pertirn bangan; 
b. \Vakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiata.t, majelis pertimbangan; 
c. sekretar:is bertugas mengclola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan 

majelis pertimbangan; dan 
d . anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan 

majelis pertitnbangan. 

Pasal 4 

(l) Tim Pengendali Mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
beranggotakan: 
a. kepala Balitbang sebagai penanggungjawab; 
b. sekretatis Balitbang sebagai ketua; 
c . pejabat administrator di Balitbang sebagai anggota; dan 
d. tenaga ahli/pakar/praktisi sebagai anggota. 

(2) Tim Pengendali Mutu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; 
b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbru-igan; 
c. memberikan saran dan masukan guna ptmyempurnaan kelitbangan; dan 
d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis 

pertimbangan. 
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(3) Masing-masing anggota dalam Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai uraian tugas: 
a. penanggung jawab mempunyai tugas mengarahkan agar kelitbangan yang 

clilaksanakan sesuai dengan RPJMD clan Renstra Balitbang serta 
menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah; 

b. ketua mempunyai tugas: 
1. mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tupoksi, renstra dan renja balitbang kabupaten lampung barat; 
2. memirnpin dan mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan 

majelis pertimbangan; 
3. mendampingj tim pelaksana sam-pai dengan terselesaikannya tugas 

kelitbangan yang diem ban; 
4. memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu 

ilmiah, baili: dari sisi metodologi maupun substansial; 
5. mengundang peserta sidang tim pengendali mutu; 
6. menandatangani daftar hadir sidang tim pcngendali mutu; 
7. menandatangani berita acara sidang tim pengendali mutu; dan 
8 . menandatangani Jembar pengesahan dokumen kegiatan kelitbangan; 

c. anggota mempunyai tugas: 
1. men1bantu ketua dalam mengendalikan agar kelithangan sesuai dengan 

harapan majelis pertimbangan; 
2. membantu ketua dalam mendampingi tim pelaksana sampai dengan 

terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban; 
3. membantu ketua dalam memastikan kelitbangan yang dilaksanakan 

memiliki standar mutu ilmiah, baili: dari sisi metodologi maupun 
su hstan sial; 

4. mengadministrasikan seluruh proses kegiatan tim pengendalJ mutu; 
5. mewakili ketua b.ila berhalangan hadir pada sidang tim pengendali 

mutu maupun dalam pendampingan pelaksanaan kelitbangan; 
6 . memastikan kegiatan kelitbangan yang clilaksanakan memili.h.i standar 

mutu i]roiah, baik dari sisi metodologi maupun suhstansial; 
7. menandatangani daftar hadir sidang tim pengendali mutu; 
8 . menandatangani berita acara sidang tim pengendali mutu; 
9. menandatangani lembar pengesahan dokumen kelitbangan; 
10. menandatangani daftar hadir sidang ti.m pengendali mutu; 
11. menandatangani berita acara sidang tim pengendali mutu; dan 
12. menandatangani lembar pengesahan dokumen kelitbangan; 

Pasal 5 

(1) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki 
sekretariat yang berkedudukan di Balitbang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan personalia 
sebagai berikut: 
a . pejabat administrator di balitbang sebagai ketua; 
b. pejabat administrator di balitbang sebagai sekretaris; dan 
c. pejabat administrator dan atau pelaksana di balitbang scbagai anggota; 
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(3) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas 
memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja tiin pengendali mutll 
dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan Balitbang yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Balitbang. 

Pasal 6 

Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hun1f c terdiri atas Unsur 
Pelaksana da11 Unsur Penunjang. 

Pasal 7 

(1) Unsur Pelaksana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6, beranggotakan: 
a. pejahat administrator sebagai pengarah; 
b. pejabat administrator sebagai ketua; 
c. pejabat ad1ninistralor sebagai anggota; dan 
d. tenaga ahli/pakar/praktisi sebagai anggota. 

(2) Unsur Pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat [l), mempunyai rugas: 
a . melaksanakan kelitbangan sesuai dengan nonna, standar, prosedur, dan 

kriteria yang djtetapkan; 
b . memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan mctodologi yang 

diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan 
c . melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala 

Balitbang. 

(3) Masing-masing anggot.a Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai uraian tugas: 
a. pengarah mempunyai tugas umum menetapkan kebijakan memberikan 

arahan dan masukan berkenaan dengan kel.itbangan yang dilaksanakan, 
dengan uraian tugas: 
1. menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan; 
2. mensupervisi tersusunnya /CP; 
3 . mensupervisi draf /CP dipaparkan dalam sida.ng tim pengendali mutu; 
4. mcnsllpervisi tersusunnya ToR; 
5. mensupervisi tersusunnya laporan hasil forum diskusi; 
6. mensupervisi tersusunnya RD/IS; 
7 . mensupervisi draf ToR dan RD/IS dipaparkan dalam sidang tim 

pengendali mutu; 
8. mensupervisi tcrsusunnya modul pelatihan surveyor; 
9. mensupervisi te::rlatihnya stuveyor; 
10. mensupervisi peserta pelatihan surve_yor dinilai dan ditenlukan lulus 

atau tidaknya; 
11. mensupeJVisi tersusunnya laporan pengu.mpulan data; 
12. mensupervisi tersusunnya hasil analisis data; 
13. mensupcrvisi tersusunnya makalah seminar; 
14. mensupervisi tersusunnya laporan hasil semjnar; 
15. mensupervisi tersusunnya laporan akhir; 
16. mcnsupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif; 
17. rnensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah; dan 
18. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada pimpinan unit; 



b. ketua mempunyai tugas umum memimpin dan mengendalikan seluruh 
tahapan kelitbangan yang dilaksanakan, dengan u1-aian tugas: 
1. menandatangani surat pemyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa; 
2. menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan; 
3. menyusun /CP; 
4. memaparkan draf /CP dalam sidang tim pengendali mutu; 
5. menyusun TOR; 
6. menyusun laporan hasil forum d.iskusi; 
7 . menyusun RD/IS; 
8. memaparkan draf TOR dan RD/IS dalam sidang tim pengendali mutu; 
9. menyusun modul pelatihan surveyor; 
10. melatih surveyor; 
L 1. menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor; 
12. menyusun laporan peng1.1mpulan data; 
13. menganalisis data; 
14. menyusun makalah seminar; 
15. menyusun laporan hasil seminar; 
16. menyusun Laporan akhir; 
17. menyusun ringkasan eksekutif; 
18. menyusun naskahjurnal Umiah; dan 
19. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada penanggungjawab; 

c. anggota mempunyai tugas umum melaksanakan kebijakan dan prosedur 
operasi kelitbangan yang dilaksanakan, dengan uraian tugas: 
l. menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa; 
2. menandatangani surat pemyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan; 
3. bersama ketua menyusun ICP; 
4 . bersama ketua memaparkan draf I.CP dalam sidang TPM; 
5 . bersama ketua menyusunToR; 
6. bersama ketua menyusun laporan hasil forum diskusi; 
7. bcrsarna ketua menyusun RD/fS; 
8. bersama ketua memaparkan draf ToR dan RD /IS dalam sidang TPM; 
9. bersama ketua menyusun modul pelatiban surveyor; 
10. bersama ketua melatih surveyor; 
11. bersama ketua menilai dan memun1skan kelulusan peserta pelatihan 

surveyor; 
12. bersama ketua menyusun laporan pengumpulan data; 
13. bersama ketua menganalisis data; 
J 4 . bersama ketua men JUllUn makalah seminar; 
15. bersama ketua menyu sun laporan hasil seminar; 
16 . bersama ketua menyusun laporan akhir; 
17. bersama ketua menyusun ringkasan eksekutif; 
18. bersama ketua menyusun naskah jumal ilmiah; dan 
19. bersama ketu a meJaporkan setiap tahapan kegiatan kepada 

penanggungjawab; 

Pasal8 

(1) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, beranggotakan: 
a. pejabat administrator di balitbang sebagai penanggungjawab; 
b. pejabat pengawas di balitbang sebagai sekTetaris; 
c . pejabat administrator di balitbang sebagai anggota; dan 
d . tenaga ahli/ pakar / praktisi serta tenaga lainnya sebagai anggota. 



(2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mernpunyai tugas: 
a . memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan; 
b. memberikan pelayanan adm.inistratif dan manajerial, bantuan, dan 

dorongan demi kelancaran kelitbangan; 
c . memberikan peluang kemudahan, ba:ntuan, dan dorongan kepada ti.m 

pelaksana kelitbangan; 
d . memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah; 
e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, 

efektif, ekonom.is, produkUr, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan 
peraturan perundang-undangan; dan 

f. melaporkan hasll fasilit.asi kegiatan kelitbangan kepada kepala balitbang; 

(3) Masing-masing anggota Vnsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mernpttnyai uraian tugas: 
a . penanggungjawab mempunyai tugas umum bertanggung jawab, 

memimpin, dan mengendalikan atas pelaksanaan admi.nistrasi yang 
dilaksanakan oleh Unsur Penunjang, dengan uraian tugas : 
I. mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DTPA, POK, 

Pedoman Kelitbangan dan PTO Keuangan; 
2. mem.impin penyusunan dan men gunggah SK Pelaksanaan Kegiatan; 
3. memimpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Pelaksana; 
4. mem.i.mpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Penunjang; 
5. meroimpln penyusunan dan mengu.nggah ST TPM; 
6. memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat 

Pemyataan A.h.-tif Sebagai Peneliti/Perckayasa; 
7. memimpin pendistribusian,mengumpulkan, dan mengunggah Surat 

Pemyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan; 
8. memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mcngunggah Surat 

Pernyataan Bersedia Sebagai Anggor.a TPM; 
9 . mem.impin penyusunan dan mengunggah Surat Permohonan Sidang 

TPM; 
10. memfasilitasi clitandatanganinya Lembar Persetujuan ICP, ToR, RD/IS, 

Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir; 
11. mengunggah /CP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil 

Forum Diskusi, Laporan basil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan 
Eksekutif, Naskah Jumal, danLaporan Akhir yang telah disetujui oleh 
TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan; 

12. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan /CP, ToR, RD/IS, Hasil 
Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan h.asil 
Seminar, MakaJah Semi.oar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan 
Laporan Akhir; dan 

13. mengadministrasikan pertanggungjawaban Pelaksanaan kcgiatan dan 
anggaran sesuai dengan DIPA, POK dan Pedoman Kelitbangan; 

b. sekretaris mempunyai tugas umu m mengelola dan menatausahakan 
pelaksanaan kegi.atan administrasi pendukung TF, dengan uraian tugas: 
1 . mengadm.inistrasikan penyusunan dan mengunggah SK pelaksanaan 

kegiatan; 
2. mengadministrasikan penyusun.an dan mengunggah surat rugRs unsur 

pelaksana; 
3 . mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah surat tugas unsur 

penunjang; 
4 . mengad.ministrasikan penyusunan dan mengunggah surat tugas tim 

pengendali mutu; 



5. mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan 
mengunggah surat pe1nyataan aktif sebagai peneliti/pcrekayasa; 

6 . mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan 
m.engunggah surat pemyataan peneliti/ perekayasa sanggup 
menyelesaikan pekerjaan; 

7. mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan 
mengunggab surat pemyataan bersedia sebagai anggota tim pengendali 
mutu; 

8 . mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah surat 
permohonan sidang tim pengendali mutu; 

9. memfasi1itasi ditandatanganinya lembar persetujuan ICP .. TOR, RD/IS, 
hasiJ pengumpulan data, dan laporan akhir; 

l 0 . mengunggah ICP, TOR, RD/IS, hasil pengumpulan d<1ta, laporan hasil 
forum di$kusi , laporan hasil seminar, makalah seminar, ringkasan 
eksekutif, naskah jumal, dan laporan akhir yang tel.ah disetujui oleh 
TPM, tanda terima hasil kelitbangan; 

11. mencctak, menggandakan, dau mendistribusikan /CP, TOR, RD/1$, hasil 
pengumpulan data , laporan hasil forum diskusi, laporan hasil seminar, 
makalah seminar, ringkasa.n eksekutif, na.skah jumal, dan taporan 
akhir; dan 

12. mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
sesuai dengan PTO keuangan; 

c. anggota mempunyai tugas umum melaksanakan kebijakan dan proscdur 
operasi kegiatan administrasi pendukung Unsur Penunjang, dengan uraian 
tugas: 
1. membantu menyusun dan mengunggah SK pelaksanaan kegiatan; 
2. membantu menyusun dan mengunggah ST unsur pelaksana; 
3 . rnembantu menyusun dan mengunggah ST unsur penunjang; 
4. membantu menyusun dan mengunggah ST TPM; 
5. membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah surat 

pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa; 
6. membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan rnengunggah surat 

pemyataan peneliti/ perekayasa sanggup menyP-lesaikan pekerjaan; 
7. rnembant u mendlstribusikan, mengumpulkan, dan mengunggab surat 

pemyataan bersedia sebagai anggota tim pengendali mutu ; 
8 . membantu menyusun dan mengunggah surat permohonan sidang tim 

pengendali mutu; 
9. membantu memfasilitasi ditandatanganinya lembar persetujuan ICP, 

TOR, RD/IS, hasil pengumpulan data, dan laporan akhir; 
10. membantu mengunggah /CP, TOR, RD/IS, hasil pengumpula.i1 data, 

laporan hasil forum diskusi, laporai1 hasil seminar, makalah seminar, 
ringkasan eksekutif, naskah jumal, dan laporan akbir yang telah 
disetujui oleh TPM, tanda te1ima hasil kelitbangan; 

1 t. membantu rnencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, TOR, 
RO/IS, hasil pengumpulan data, laporan hasil forum diskusi, Iaporan 
hasil seminar, makalah seminar, ringkasan cksekutif, naskah jumal, 
dan laporan akhir; dan 

12. membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran sesuaJ dengan DIPA, POK, pedoman kclitbangan dan PTO 
kcuangan; 



BABIV 
'l'ENAGA AHLI KELlTBANGAN 

Pasa19 

(1) Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf d , Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pa.sal 8 ayat 
(1) huruf d harus memiliki kriteria sebagai berikut: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan mat kepada Negara Kesatuan Repu blik Jndonesia; 
c. tidak pemah terlibat daJam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
d . sehat jasrnani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keteran.gan 

Dokter; 
e. berkelakuan baik, jujur, dan adil; 
f. bcrumur paling rendah 30 (tiga pulub) tahun, melampirkan fotocopy karlu 

tanda penduduk (KTP)'; dan akta kelahira:n; dan 
g. pendidikan paling rendah sarjana alau yang sederajat, at.au memiliki 

pengaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk 
tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi 
pendidikannya. 

(2) Pengangkatan tenagaahli/pakar/praktisi sebagaimanadimaksuddalam Pasal 
( 1) sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan c!Rerah. 

(3) Pengangkatan tenaga ahli/pakar/praktisi sebagaimana di.maksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan keputusan bupati. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 1 O 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap anggota Organisasi Kelitbangan wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing•masing maupun antar satuan organisasi cli Lingkungan 
Pernerintah Daerah serta Jnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas masing-masiog. 

(2) Setiap anggota Organisasi Kelitbangan dalam menyelenggarakan fungsi 
kelitbangan rnenggunakan basis data kelitbangan yang dikelola oleh Balitbang 
secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, 
akurat dan dimutakhirkan secara berkaJa. 

(3) Setiap anggota Organisasi Kelitbangan dalam menyelenggarakan fungsi 
kelitbangan dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait, lembaga 
litbang, perguruan tinggi dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BAR VI 
PENDANAAN 

Pasal 11 

Biaya Pengorganisasian Kelitbangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

BABVll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengeta.huinya , memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten 
Lampung Barat. 

Diter.apkan di Liwa 
pada tanggal \0 ~\IUCA(\ 2019 

Diundangkan di Liwa • 
pada tanggal \O jo.~00.~1 2019 

SEKRET S AERAH 
KABUPATE LA 

ru.nv,.,, KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR ?, 

PARAF KOORDINASI 
NO JABATAN f'AflAF 

I ScTDAKAB (if! 
2 ASSISTEN r ~ r I - ,-._ 
3 ASS:STl:N ·11 'I,,, 
4 ~lt\ ba'll!I ...-~ 
5 '><"\ P P¢do ,..._ 
6 lkO 
7 
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